
Menimbang 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAKATOBI, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 1 1  ayat (1 )  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; ' 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah pada Tanggai 02 bulan Agustus Tahun 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 
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Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

10 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;  
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 
310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 1  Nomor 450) sebagaimana telah diubah keempat kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 655); 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 

2 1 .  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2010 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 
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23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

dan 

BUPATI WAKATOBI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 906.936.723.791,00 

b. Belanja Rp. 935.872.223.791,00 

Surplus/(Defisit) (Rp. 28.935.500.000,00) 

c. Pembiayaan 

1 .  Penerimaan 

2. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Sisa Jebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 33.185.500.000,00 

Rp. 4.250.000.000,00 

Rp. 28.935.500.000,00 

Rp. 0,00 

Pasal2 

(1 )  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.580.061.342,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 749.789.169.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 121.567.493.449,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a terdiri darijenis pendapatan: 

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.230.432.846,00 

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.292.677.400,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 
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Rp. l 1 .950.393.514,00 

Rp. 14.106.557.582,00 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  hurufb terdiri darijenis pendapatan: 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 13.949.679.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

Rp. 494.056.461.000,00 

Rp. 241;183.029.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c terdiri darijenis pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah Rp. 42.426.400.000,00 

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

c. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Pasal 3 

( ! )  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 

b. Belanja Langsung sejumlah 

Rp. 11.363.370.449,00 

Rp. 67.777.723.000,00 

Rp. 452.424.697.424,00 

Rp. 483.447.526.367,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a terdiri darijenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 280.672.411.064,00 

b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 300.000.000,00 

c. Belanja Hibah sejumlah 

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah sejumlah 
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Rp. 50.079.296.335,00 

Rp. 2.655.000.000,00 

Rp. 952.311.025,00 



f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 

Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah 

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

Rp. 117.465.679.000,00 

Rp. 300.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b terdiri dari: 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

c. Belanja Modal sejumlah 

Rp. 35.212.563.000,00 

Rp. 181.815.851.896,00 

Rp. 266.419 .111 .471 ,00 

Pasal 4 

( 1 )  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah 

b. Pengeluaran sejumlah 

Rp. 33.185.500.000,00 

Rp. 4.250.000.000,00 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri darijenis pembiayaan: 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 33.185.500.000,00 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

d. Penerimaan Pinjaman sejumlah 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah 
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Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah 

d. Pemberian Pinjaman sejumlah 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,  tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Rp. 0,00 

Rp. 4.250.000.000,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

a. Lampiran I 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran v 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan 
Kegiatan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah/dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Perjabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
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!. Lampiran IX 

j. Lampiran x 

k. Lampiran XI 

I. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran ini; 

Daftar Dana Cadangan; 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal6 

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 

d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal !I 1 • 11 • 2019 

ARHAWI 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal SI - 1� 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

L JUMADIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR ;··:Q 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 8/172/2019 
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